[image: image1.png]JEN DAN BK

~/ <

G2

PR




[image: image2.png]



[image: image3.png]




[image: image4.png]



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG


INFO JUDICIAL REVIEW
(RESUME KETETAPAN PENARIKAN KEMBALI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI)

KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
 31 Agustus 2021
A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, pukul 10.48 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 22/PUU-XIX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 22/PUU-XIX/2021, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Jajaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian dan Sekertariat Jenderal DPR RI. 
B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU TPPU diajukan Yayasan Auriga Nusantara  yang diwakili oleh Timer Manurung selaku Ketua Pengurus, Syahrul Fitra selaku Sekertaris Pengurus, Triana Ramdani selaku Bendahara Pengurus dan Perkumpulan Kaoem Telapak yang diwakili oleh Mardi Minangsari selaku Ketua Pengurus dan Wisnu Trta Setiadi selaku Wakil Ketua Pengurus yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. 
C. PASAL/AYAT UU TPPU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU yang berketentuan sebagai berikut:
Pasal 2 ayat (1)
(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: 
a. korupsi; 
b. penyuapan; 
c. narkotika; 
d. psikotropika; 
e. penyelundupan tenaga kerja; 
f. penyelundupan migran; 
g. di bidang perbankan; 
h. di bidang pasar modal; 
i. di bidang perasuransian; 
j. kepabeanan; 
k. cukai; 
l. perdagangan orang; 
m. perdagangan senjata gelap; 
n. terorisme; 
o. penculikan; 
p. pencurian; 
q. penggelapan; 
r. penipuan; 
s. pemalsuan uang; 
t. perjudian; 
u. prostitusi; 
v. di di bidang perpajakan; 
w. di bidang kehutanan; 
x. di bidang lingkungan hidup; 
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau 
z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. 
Penjelasan Pasal 74
“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.”
D. BATU UJI
Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
E. PERTIMBANGAN HUKUM
Bahwa terhadap pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 74  UU TPPU dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Kuasa Hukum para Pemohon bertanggal 1 Juli 2021 perihal Pencabutan Perkara Nomor 22/PUU-XIX/2021, yang diterima pada 23 Juli 2021;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap Permohonan Nomor 22/PUU-XIX/2021 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 22.22/PUU/TAP.MK/Panel/6/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 22/PUU-XIX/2021, bertanggal 7 Juni 2021;

2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 26.22/PUU/TAP.MK/HS/6/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 22/PUU-XIX/2021, bertanggal 7 Juni 2021;

c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada 28 Juli 2021 secara daring (online). Pada Sidang Panel tersebut, setelah Mahkamah melakukan klarifikasi kepada para Pemohon berkaitan dengan surat pencabutan atau penarikan permohonan perkara a quo, selanjutnya baik prinsipal maupun Kuasa Hukum para Pemohon menyampaikan adalah benar para Pemohon mengajukan penarikan kembali terhadap Permohonan a quo dikarenakan pokok materi yang sama dengan Permohonan para Pemohon telah diputus dan dikabulkan oleh Mahkamah;
d. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;
e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 4 Agustus 2021 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 22/PUUXIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;
F. KETETAPAN:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 22/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 
3. Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
G. PENUTUP

Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonannya.
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